
 

 

 

 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

NOMOR  57 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG  

BANGUNAN GEDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, ada ketentuan yang 

sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, 

sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 

5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Bangunan Gedung; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 859); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

 

SALINAN 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);   

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Lingkungan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

 



 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6628); 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 3/PRT/M/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedung; 

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2012 

Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 

2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 

Nomor 2); 

15. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG. 

 

 



 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 

Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Fungsi campuran atau ganda merupakan bangunan gedung yang memiliki 

lebih dari satu fungsi. 

(2) Bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi usaha dan 

mempunyai dominasi usaha, diberlakukan dengan fungsi campuran. 

(3) Dalam hal bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi yang 

mempunyai dominasi usaha dengan prosentase luas bangunan terbesar, 

diberlakukan dengan fungsi usaha. 

(4) Dalam hal bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi yang 

mempunyai dominasi selain fungsi usaha dengan prosentase luas 

bangunan terbesar, diberlakukan sesuai fungsi dominasinya. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta  

pada tanggal 27 Juli 2021 

 WALIKOTA YOGYAKARTA, 

  

                       ttd 

 

HARYADI SUYUTI 

 

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

  

 ttd 

 

                 AMAN YURIADIJAYA 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR  57 
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